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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat bahwa pada dasarnya 

setiap individu menghendaki adanya hubungan timbal balik antara sesama 

mereka. Bouman seorang Sosiologi terkenal mengatakan bahwa “Manusia hidup 

dengan sesama manusia”.1 Manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam 

mengadakan hubungan antar sesama manusia tentunya akan menimbulkan 

gesekan berbagai kepentingan, dikarenakan masing-masing anggota masyarakat 

yang mengadakan hubungan itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda 

bahkan tidak jarang saling bertentangan. Semua itu agar tidak terjadi 

perselisihan maka hukum mengatur dan melindungi kepentingan masing-

masing. 

Hukum menjadi penting untuk mengatur tata tertib kehidupan manusia, 

memelihara kestabilan, ketertiban dan keadilan bagi manusia, sehingga manusia 

dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Di dalam abad modern 

sekarang ini sebagian besar kekayaan umat manusia terdiri dari janji-janji, 

sebagian yang penting dari harta benda seorang terdiri dari keuntungan yang 

dijanjikan oleh orang lain yang akan disediakan atau diserahkan. Wirjono 

Prodjodikoro dikatakan bahwa: “Hal janji merupakan suatu sendi yang amat 

                                                           
1Bouman, dalam Achmad Ichsan, Hukum Perdata IA, Alumni, Jakarta, 1990, hlm. 1.  
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penting dalam Hukum Perdata, sebab hukum Perdata banyak mengandung 

peraturan yang berdasarkan atas janji seseorang”.2 

Sebagai subjek hukum manusia tidak terlepas dari hal yang bernama 

perbuatan hukum, dan yang paling sering dilakukan oleh manusia untuk 

melangsungkan kehidupannya adalah dengan melakukan transaksi seperti halnya 

jual beli, sewa menyewa maupun menggunakan jasa seseorang. Dalam 

melakukan transaksi tersebut tidak dapat terlepas dari suatu kesepakatan para 

pihak melalui suatu perjanjian, hanya saja terkadang orang tidak menyadari akan 

arti pentingnya suatu perjanjian sehingga tidak jarang permasalahan timbul 

akibat kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian. 

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. 

Sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di 

dalamnya diterangkan mengenai perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian 

khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa 

menyewa, dan perjanjian pinjam-meminjam. Perikatan adalah suatu hubungan 

hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari 

pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian 

adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.3 

                                                           
2Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 

7.  
3Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Terjemahan Business Law karya Marsh and Soulsby, 

Alumni, Bandung, 1986, hlm. 1  
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Kesadaran hukum bahwa dalam menafsirkan atau menjalankan sebuah 

perjanjian bukanlah selalu bertujuan menjalankan apa yang tertulis, tanpa peduli 

dengan kondisi lain yang berkaitan dengan keadilan, kebiasaan, atau undang-

undang. 

Dewasa ini kebutuhan akan perumahan terasa sangat mendesak yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan penduduk. 

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan akan 

rumah juga semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan 

akan rumah ialah dengan cara menambah jumlah rumah, yaitu dengan cara 

memberi kesempatan kepada setiap warga negara dan badan hukum, baik itu 

badan hukum swasta maupun badan hukum negara untuk membangun 

perumahan. Tetapi rumah yang dibangun oleh masyarakat belum tentu 

memenuhi syarat-syarat perumahan yang baik, yaitu perumahan yang sehat, 

tahan lama (karena diantaranya konstruksinya bagus), nikmat, dan murah harga 

sewanya. Untuk mewujudkan hal tersebut pembangunan perumahan perlu 

ditingkatkan, khususnya untuk perumahan dengan harga murah supaya 

terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi sebagaimana 

diuraikan di atas, maka otomatis akan tinggi pula kebutuhan akan perumahan. 

Kebutuhan terhadap perumahan akan terpenuhi antara lain dengan cara membeli 

rumah dan dari cara seperti itulah maka akan menimbulkan perjanjian jual beli. 
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Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak 

yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan 

pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan menurut 

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Berdasarkan Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli 

tidak memutuskan sewa menyewa yang telah ada. Pasal 1576 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyatakan;  

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang 

dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah 

diperjanjikan pada waktu menyewakan barang.”  

 

Dalam perjanjian, terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. 

Dari berbagai asas yang ada dalam perjanjian, asas pacta sunt 

servanda dianggap sebagai asas fundamental karena asas tersebut melandasi 

lahirnya suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin 

yang berarti “janji harus ditepati” (agreements must be kept), sehingga dalam 

hukum positif rumusan normanya menjadi setiap perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Pengaturan tentang asas pacta sunt servanda pada hukum positif, diatur 

dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

mengatur: 

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; 
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2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.4 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para pihak yang 

melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian 

yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan 

bersama. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan 

perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan 

permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar 

perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya. 

Jadi, perlu melihat kembali surat perjanjian sewa menyewa rumah 

tersebut. Apabila dalam perjanjian sewa sebelumnya telah diperjanjikan bahwa 

penjualan rumah tersebut akan mengakhiri hubungan sewa menyewa antara 

penyewa dan pemilik rumah, maka penyewaan rumah tersebut berakhir dengan 

dijualnya rumah tersebut. Akan tetapi, apabila pengaturan seperti itu tidak ada, 

berarti penyewa masih berhak atas rumah yang disewakan tersebut. Dalam hal 

ini, penyewa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Di sini tuntutan yang 

bisa Anda ajukan adalah: 

1. Pemenuhan hak penyewa untuk tetap menempati bangunan tersebut sampai 

berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa. Jadi, anda menuntut untuk tetap 

boleh mempergunakan rumah tersebut sesuai dengan jangka waktu dalam 

perjanjian sewa menyewa. 

                                                           
4 http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-

islam/ , diunduh pada Selasa, 10 April 2018, pukul 19:55 WIB. 
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2. Ganti rugi. 

Mengenai masalah ganti rugi, hal ini diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Ganti rugi dapat berupa: 

a. Kerugian yang nyata-nyata diderita. Dalam hal ini, kerugian penyewa 

adalah sebesar sisa biaya sewa sebagaimana telah diperjanjikan. 

b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh. Dalam hal ini, penyewa dapat 

menggugat ganti rugi atas keuntungan yang seharusnya penyewa terima 

apabila tetap mempergunakan bangunan tersebut. 

c. Biaya-biaya.5 

Aturan mengenai perubahan fisik terhadap barang yang disewakan tidak 

diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, 

dalam Pasal 1567 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa pada 

saat mengosongkan barang yang disewanya, seorang penyewa berhak untuk 

membongkar dan membawa segala barang apa yang telah dibuatnya pada barang 

sewaan atas biayanya sendiri. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata memungkinkan penyewa suatu rumah untuk melakukan perubahan atas 

fisik bangunan yang disewanya.  

Tetapi, penyewa perlu melihat kembali perjanjian sewa menyewa rumah 

tersebut. Apabila sebelumnya telah diperjanjikan bahwa pihak penyewa sebagai 

penyewa tidak boleh merubah fisik bangunan, maka perubahan yang Anda 

lakukan tersebut adalah salah. Namun jika hal ini tidak diperjanjikan 

                                                           
5http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94c0ed3ea78/hukum-sewa, diunduh pada hari Senin 

tanggal 8 Januari 2018, pukul 9:12 WIB.  
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sebelumnya, maka perubahan fisik bangunan yang penyewa lakukan bukan 

perbuatan yang melanggar hukum.   

Obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat 

ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang 

berlaku untuk diperjualbelikan. Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila 

kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski 

barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan menurut 

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Peralihan hak terjadi setelah penyerahan barang oleh si penjual dan pada 

umumnya penyerahan barang diatur bila barang yang diserahkan tersebut adalah 

barang bergerak, maka cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang 

tersebut, penyerahan utang-piutang dilakukan dengan cessie, untuk barang tidak 

bergerak dilakukan dengan balik nama di muka pejabat yang berwenang, dan 

khusus untuk jual beli tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.6 

Peralihan hak yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput 

dari suatu permasalahan atau sengketa baik yang dapat dinilai dalam skala kecil 

atau bahkan skala besar. Hal ini pun terjadi dalam suatu perjanjian jual beli 

kadangkala mengalami hambatan di dalam realisasi transaksinya. Walaupun 

penjual dan pembeli sudah sepakat dan setuju untuk melakukan penjualan dan 

                                                           
6J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Alumni, 

Bandung, 1999, hlm. 29.  
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pembelian, namun ada hal-hal yang masih belum lengkap dalam rangka 

memenuhi syarat-syarat penjualan tersebut. Misalnya barang yang 

diperjualbelikan adalah benda tak bergerak yaitu rumah yang ternyata telah 

menjadi objek dari perjanjian sewa menyewa antara penjual dan pihak ketiga. 

Dengan hadirnya pihak ketiga (Pembeli) rumah yang sedang disewakan, 

memunculkan masalah hukum tentang keberlanjutan perjanjian sewa-menyewa 

tersebut karena kepemilikan terhadap rumah tersebut beralih ke pihak ketiga. 

Hukum juga telah mengantisipasi kemungkinan hal-hal seperti itu. Apabila 

terjadi penjualan terhadap objek yang disewa, tetap saja pihak penyewa yang 

jujur dilindungi oleh hukum, kecuali ada hal lain yang telah diperjanjikan. Itu 

sebabnya dikenal asas hukum Koop Break Geen Huur (Jual beli tidak 

menghapuskan sewa-menyewa) yang termuat dalam Pasal 1576 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Artinya, pemilik suatu bangunan boleh saja menjual 

bangunan yang dimiliki kepada siapa saja yang dikehendakinya, namun terhadap 

mereka yang sedang menyewa tidak dapat diusir begitu saja semata-mata karena 

bangunan itu telah beralih kepada pemilik lain.7 

Di sini terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak dalam sewa-menyewa 

yang dibatasi oleh undang-undang, yaitu: 

 

 

 

                                                           
7Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm. 13.  
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1. Hak-hak para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa; 

Hak dari pemilik rumah adalah mendapatkan pembayaran harga 

sewa sedangkan hak dari pihak penyewa adalah menempati rumah yang 

disewanya dari pihak pemilik rumah dalam keadaan baik. 

Apabila rumah yang disewanya tersebut terdapat cacat yang 

tersembunyi atau tidak diketahui sebelumnya maka pihak penyewa berhak 

untuk menuntut pemenuhan prestasi yang baik atau dari cacat yang tidak 

tersembunyi kepada pihak pemilik rumah. 

Hak dari pihak pemilik rumah terhadap cacat yang tersembunyi ini 

terdapat dalam Pasal 1552 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang menyebutkan: “Pihak yang menyewakan harus menanggung si 

penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang 

merintangi pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu 

sendiri tidak mengetahui pada waktu dibuatnya perjanjian sewa”. 

Adapun hak yang lain dari pihak penyewa ialah mendapatkan 

kenikmatan atas rumah yang disewa tersebut. Dalam hal ini apabila rumah 

yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa rumah dijual oleh pihak 

pemilik rumah, maka pihak penyewa masih tetap dapat menetap rumah 

tersebut sampai habis waktu sewanya. Ketentuan seperti tersebut diatas 

terdapat dalam Pasal 1576 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

yang menyebutkan: “Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu 
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persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabila ini 

telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang”. 

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

pihak penyewa masih dapat menempati rumah yang disewakan, apabila 

tidak ditentukan lain. Hak ini diperoleh si penyewa karena hak sewa 

tersebut tetap mengikutinya, selama waktu sewa tersebut belum berakhir. 

2. Kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa rumah 

Kewajiban dari pihak yang menyewakan adalah sebagai berikut: 

a. Menyerahkan barang kepada si penyewa. 

b. Memelihara barang sedemikian rupa sehingga barangnya dapat 

dinikmati atau dipakai untuk keperluan si penyewa. 

c. Memberikan kenikmatan atas rasa aman pada barang yang 

disewakannya selama berlangsungnya sewa-menyewa rumah. 

d. Melakukan perbaikan-perbaikan atas barang yang disewakan, kecuali 

perbaikan kecil.8 

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa “Semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial”. Terkuat dan terpenuh dalam kandungan 

pengertian hak milik merupakan hak mutlak tidak terbatas dan tidak dapat 

diganggu gugat. Ini dimaksudkan untuk membedakan dengan hak atas tanah 

lainnya. Akan tetapi di dalam kemutlakan hak milik tersebut melekat sebuah 

                                                           
8Subekti, Pokok- Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 42-43.  
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ikatan hukum yang bersifat umum dengan segala kepentingannya yang 

seimbang, yaitu fungsi sosial tanah. 

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi 

manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan 

(pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, 

peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat 

untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal. 

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang 

disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur 

tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya 

yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian 

dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “atas dasar hak 

menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya 

macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional 

membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk  yaitu 

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang 

dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan 

hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan 
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kepada orang lain atau ahli warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna 

Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP). 

2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang 

bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak 

menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian. 

Dari berbagai macam hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan satu-

satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan 

dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat 

(1) UUPA yang berbunyi: “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, 

terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 

dalam Pasal 6.” 

Pernyataan di atas mengandung pengertian betapa penting dan 

berharganya menguasai hak atas tanah dengan title “Hak Milik” yang secara 

hukum memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat 

mempertahankan haknya terhadap siapapun. Namun demikian bukan berarti 

bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada hak milik menjadikan hak 

ini sebagai hak yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, 

karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milik ini dapat pula dibatasi. 

Pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuan UUPA antara lain terdapat 

dalam pasal-pasal sebagai berikut: 

Pasal 6: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak 

dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas 
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tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat 

merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini 

hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya. 

Pasal 7: Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan 

penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. 

Pasal 17: Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum 

dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut 

dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. 

Pasal 18: Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 

Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, 

dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan 

undang-undang. 

Pasal 21 ayat (1): Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak 

milik. 

Di dalam pasal-pasal tersebut terdapat asas fungsi sosial atas tanah yaitu 

asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan 

dengan hak hak orang lain dan kepentingan umum,serta keagamaan.Sehingga 

tidak diperbolehkan jika tanah digunakan sebagai kepentingan pribadi yang 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 

Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA 

mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain : 
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a. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang 

merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak 

atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam Konsep Hukum 

Tanah Nasional memiliki sifat komunalistik religius, yang mengatakan 

bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa 

Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 

b. Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang 

mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. 

Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan 

tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga 

harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus diusahakan 

adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan 

masyarakat. 

c. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak 

untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, 

artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut 

dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara dengan baik dan dijaga 

kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan tanahnya 

dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas tanah saja tetapi juga 

masyarakat lainya. Oleh karena itu kewajiban memelihara tanah itu tidak 



15 
 

saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang 

bersangkutan, melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang, badan 

hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah. 

UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi 

penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga timbul 

keseimbangan, kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat 

maupun pribadi yang memiliki tanah.Jadi pemilik tanah tidak akan kehilangan 

haknya dalam memiliki tanah akan tetapi dalam pelaksanaan untuk kepentingan 

umum maka haknya akan berpindah untuk kepentingan umum.9 

Atas dasar itulah hal tersebut adanya berbagai kepentingan yang saling 

berbenturan antara satu dengan yang lainnya berkenaan dengan fungsi sosial hak 

milik atas tanah seharusnya ketentuan yang berkaitan dengan fungsi sosial 

dicermati dan diteliti secara utuh dan menyeluruh, karena terkait dengan 

berbagai dampak sosial kemasyarakatan. 

Paling penting dari kandungan hak milik berfungsi sosial adalah 

keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, dan bercorak kebenaran. Sehingga akan 

menunjukkan fungsi pribadi dalam bingkai kemasyarakatan yang memberikan 

berbagai hubungan keselarasan yang harmonis dan saling memenuhi guna 

                                                           
9http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html, diunduh pada 

Senin, 4 Juni 2018, pukul 11:00 WIB. 

http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html
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meminimalisir kompleksitasnya berbagai permasalahan yang mungkin dan akan 

timbul dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bangsa, dan negara.10 

Dalam suatu perjanjian lahirlah hak-hak yang harus diketahui, di 

antaranya hak kebendaan dan hak perorangan. Hak mutlak atau hak kebendaan 

dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang melanggarnya. Hak 

perorangan hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja. 

Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite, yaitu hak 

kebendaan tersebut selalu mengikuti terus di manapun benda itu berada atau di 

tangan siapapun benda itu berada. Hak perorangan tidak mempunyai droit de 

suite karena hak tersebut hanya dapat dilakukan terhadap seorang tertentu saja. 

Dengan adanya pemindahan barang tersebut maka hak perorangan lenyap karena 

hak penagihan lenyap. 

Dalam praktik pembedaan tersebut sangat sumier tidak mutlak lagi 

karena ada hak perorangan yang mempunyai sifat yang mutlak/absolut 

mempunyai droit de suite dan mempunyai sifat prioritas yaitu: 

1. Hak penyewa dilindungi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, ia dapat mempertahankan barang yang disewa terhadapnya 

setiap gangguan dari pihak ketiga (adanya sifat absolute). 

                                                           
10A.P. Perlindungan, “Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria”, Mandar Maju, Bandung, 1998, 

Cet. VIII, hlm. 67-68.  
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2. Hak sewa senantiasa mengikuti bendanya walaupun barang yang disewanya 

senantiasa berpindah tangan atau dijual oleh pemiliknya atau adanya sifat 

droit de suite. 

3. Pembeli atau penyewa yang lebih dahulu mempunyai sifat prioritas (lebih 

didahulukan) daripada pembeli atau penyewa yang selanjutnya. 

Tujuan hukum dalam suatu permasalahan di sini yaitu mengenai 

kepastian hukum dan keadilan hukum. Dalam literatur hukum, dikenal ada dua 

teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilities. Teori etis mendasarkan 

pada etika. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil 

dan tidak. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai 

keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. 

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, 

ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan 

bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan 

melaui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar 

setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. 

Sehubungan dengan itu, maka perlu diperhatikan mengenai penerapan 

aturan atau asas hukum dalam masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan 

adanya penjualan terhadap objek yang disewa, sehingga kewenangan pihak 

penjual, penyewa, dan pembeli dilindungi oleh hukum secara adil dan 

http://artonang.blogspot.co.id/2015/09/hukum.html
http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/defenisi-hukum-menurut-para-ahli.html
http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-hukum.html
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berimbang. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis akan membahas 

permasalahan tersebut di atas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Akibat Hukum Penjualan Rumah Sertipikat Hak Milik (SHM) 

Nomor 2214/Kelurahan Cibangkong Oleh Pemilik Yang Merugikan Pihak 

Penyewa Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda.” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana akibat hukum penjualan rumah SHM No. 2214/Kelurahan 

Cibangkong oleh pemilik yang merugikan pihak penyewa berdasarkan asas 

pacta sunt servanda? 

2. Bagaimana bentuk ganti rugi dari akibat hukum penjualan rumah terhadap 

penyewa dan pembeli berdasarkan asas pacta sunt servanda? 

3. Bagaimana penyelesaian dari penjualan rumah terhadap penyewa dan 

pembeli berdasarkan asas pacta sunt servanda?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini 

secara singkat, adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana terjadinya akibat 

hukum penjualan rumah SHM No. 2214/Kelurahan Cibangkong oleh 

pemilik yang merugikan pihak penyewa berdasarkan asas pacta sunt 

servanda; 

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana bentuk ganti rugi 

dari akibat hukum penjualan rumah terhadap penyewa dan pembeli 

berdasarkan asas pacta sunt servanda; dan 
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3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana penyelesaian dari 

penjualan rumah terhadap penyewa dan pembeli berdasarkan asas pacta 

sunt servanda. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari pada  penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu entri 

point di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, 

dan khususnya di dalam pengembangan ilmu hukum perjanjian atau kontrak 

di dalam lalu lintas hukum keperdataan di masa yang akan datang.  

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

masyarakat atau para pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli dan 

sekaligus kepada praktisi (notaris). 

E. Kerangka Pemikiran 

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini 

bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. 
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Perwujudan dari tujuan dan cita-cita bangsa tersebut dalam memajukan 

kesejahteraan rakyat guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV. 

Selain dari pada itu Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan 

Negara yang harus menjunjung tinggi hukum sebagai bentuk perlindungan bagi 

seluruh warga negaranya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yaitu bahwa, “Negara Kesatuan 

Republik Indonesia merupakan Negara Hukum”.11 Tujuan daripada hukum 

adalah menciptakan dan menegakkan keadilan, serta bersifat tegas dan 

memaksa. Hal tersebut dijelaskan dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, dalam sila ke-5 Pancasila, yaitu 

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Jadi keadilan merupakan hak 

setiap warga Negara dengan segala kepentingannya. 

Sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum 

Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara 

masyarakat dengan penguasa maupun antara masyarakat satu dengan masyarakat 

lainnya. 

Hukum privat yang berlaku di Indonesia saat ini sebagian masih 

merupakan produk dan peninggalan kolonial, seperti misalnya Wetboek van 

Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Burgelijk 

Wetboek (BW) atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab 

                                                           
11http://www.bpkp.go.id/uu/file/1/9.bpkp, diunduh pada Senin 13 Februari 2017, pukul 08:08 WIB. 

http://www.bpkp.go.id/uu/file/1/9.bpkp
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Undang-Undang Hukum Perdata berlaku dan masih tetap dipertahankan di 

Indonesia hingga saat ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana disebutkan bahwa 

“Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 

melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang ini.12 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan peninggalan 

atau warisan pemerintah Hindia Belanda yang hingga kini masih berlaku sebagai 

hukum materil di bidang keperdataan, terdiri dari empat buku, yaitu:13 

1. Buku I “Tentang Orang”; 

2. Buku II “Tentang Kebendaan”; 

3. Buku III “Tentang Perikatan”; dan 

4. Buku IV “Tentang Pembuktian dan Daluarsa”. 

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, didefinisikan sebagai: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.14 Subekti 

mengatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua 

orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu 

                                                           
12Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000, Edisi Pertama, 

Cetakan ke-4, hlm. 3.  
13Ibid. 
14 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.   
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dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi 

tuntutan itu”.15 

Menurut Pasal 1335 jo. 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan 

dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya 

bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang 

bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan 

bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

Kata "semua" menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk 

membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak 

dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang 

telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak 

yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian 

maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak 

melaksanakan tadi. Kalimat ‘yang dibuat secara sah’ diartikan pemasok bahwa 

apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang jika tidak bertentangan 

                                                           
15 Subekti. R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984.  
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dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, 

kontrak batal demi hukum. 

Di dalam Bab XII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

disebutkan bahwa Perikatan atau Van Verbintenissen adalah suatu perhubungan 

hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari 

pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian 

adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian yang 

telah dibuat secara sah antara para pihak akan berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata). 

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan 

bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah antara para pihak akan berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan disebutkan pula 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Di dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di 

dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan 

dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. 

Mengenai peraturan tentang berakhirnya perjanjian diatur di dalam Bab 

XII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan untuk itu adalah 
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perlu bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun 

untuk memperjelas sampai di mana batas perjanjian tersebut. Di dalam Pasal 

1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya 

suatu perjanjian yaitu: 

1. Pembayaran 

2. Penawaran tunai disertai dengan penitipan 

3. Pembaharuan hutang 

4. Perjumpaan hutang 

5. Percampuran hutang 

6. Pembebasan hutang 

7. Musnahnya benda yang terhutang 

8. Kebatalan/pembatalan 

9. Berlakunya syarat batal 

10. Kadaluarsa atau lewat waktu. 

Jika dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari 

hapusnya perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, maka perjajian tersebut 

berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut para pihak terbebas 

dari hak dan kewajiban masing-masing. 

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan 

bahwa jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 
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mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk 

membayar harga yang telah dijanjikan. 

Dalam hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah 

pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang 

diperjualbelikan sesuai bunyi Pasal 1458 yang mengatakan bahwa jual beli itu 

dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang 

ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun 

kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. 

Dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan 

pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil di mana secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang 

diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara 

lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya 

perjanjian.16 

Di dalam hubungan sewa menyewa yang menyewakan (pemilik) hanya 

memberikan hak pemakaian saja kepada penyewa dan bukan hak milik. Pasal 

1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: 

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan 

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayarannya. 
                                                           
16https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/, diunduh pada Kamis, 5 April 

2018, pukul 21:01 WIB.  

https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/
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Bahwa berdasarkan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 1576 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Dengan dijualnya 

barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah 

diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan 

barang. Nampak bahwa undang-undang melindungi kepentingan dari Penyewa 

dari Pemilik yang sewenang-wenang untuk tidak dihapuskan sewanya selama 

masa sewa berlangsung. 

Di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal tiga 

asas pokok, yaitu masing-masing asas kebebasan berkontrak (partij otonom), 

asas konsensualisme (persesuaian kehendak), dan asas pacta sunt servanda 

(kekuatan mengikat).17 

Di samping ketiga asas-asas pokok hukum perjanjian sebagaimana yang 

telah dikemukakan di atas dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dikenal pula asas hukum Koop Break Geen Huur (jual beli tidak 

menghapuskan sewa-menyewa) yang tersirat dari Pasal 1576 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang berbunyi:18 

“Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat 

sebelumnya tidak diputuskan, kecuali bila telah diperjanjikan 

pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian 

demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak 

ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian 

demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang 

disewa, selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.” 

                                                           
17Ibid, hlm. 13. 
18Ibid. 
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Asas hukum Koop Break Geen Huur (jual beli tidak menghapuskan 

sewa-menyewa), artinya pemilik suatu bangunan atau pemilik rumah 

diperbolehkan menjual tanah dan bangunan yang sedang disewakan, namun 

bukan berarti sewa-menyewa yang sudah dibuat sebelumnya dapat dibatalkan. 

Sewa-menyewa terus berlangsung sampai dengan berakhirnya masa sewa.19 

Dalam kehidupan bermasyarakat asas hukum Koop Break Geen Huur 

(jual beli tidak menghapuskan sewa-menyewa) dapat menimbulkan 

permasalahan yang pelik antara penjual, pembeli, dan penyewa. 

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan 

dengan perjanjian jual beli rumah maka perlu diperhatikan mengenai penerapan 

aturan atau asas hukum untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penjualan 

terhadap objek yang disewa, sehingga kewenangan pihak penjual, penyewa, dan 

pembeli dilindungi oleh hukum secara adil dan berimbang. 

F. Metode Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif 

analitis20 yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau 

                                                           
19Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm. 13.  
20Ronny Hanitijio Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990,  

cetakan keempat. 
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melukiskan tentang suatu hal yang terjadi atau yang sedang berlangsung 

pada tempat tertentu dan pada saat tertentu. Tinjauan mengenai akibat 

hukum penjualan rumah sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 

2214/Kelurahan Cibangkong oleh pemilik yang merugikan pihak penyewa 

dihubungkan dengan Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang 

diperoleh melalui bahan kepustakaan.21 Langkah pertama dilakukan 

penelitian  hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder 

yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan analisa 

hukum perdata khususnya terhadap pengaturan mengenai akibat hukum 

penjualan rumah sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2214/Kelurahan 

Cibangkong oleh pemilik yang merugikan pihak penyewa dihubungkan 

dengan Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu juga 

diambil dari bahan-bahan  tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. 

3. Tahap Penelitian 

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis 

normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu terdiri 

atas: 

 

                                                           
21Gunawan Widjaja, op.cit, hlm. 10. 
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a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder, yaitu antara lain: 

1) Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 

ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Bahan hukum sekunder, mengacu pada buku-buku, makalah 

seminar, jurnal hukum yang berisi teori-teori dan prinsip-prinsip 

tentang akibat hukum penjualan rumah sertipikat yang 

merugikan pihak penyewa dihubungkan dengan Pasal 1576 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3) Bahan hukum tersier  atau bahan hukum penunjang yang 

mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus umum, kamus hukum serta bahan- bahan primer, 

sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan 

dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Selanjutnya situs web juga menjadi bahan 

bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang 

relevan dengan penelitian ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan data 

primer, tetapi diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data 

sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan kepustakaan. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data kepustakaan (libraryresearch), yaitu mempelajari dan menganalisa 

secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan 

perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan 

materi yang dibahas dalam skripsi ini. 

b. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara 

sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai 

kejelasan masalah yang akan dibahas.  

5. Alat Pengumpul Data 

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang 

digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang 

dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Di sini penulis akan 

mempergunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan 

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, 

pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat 

dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa 

rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah 

para sarjana dan lain-lain sumber. 
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Penelitian kepustakaan yang disajikan oleh penulis memuat tentang 

berita, catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder 

dan tersier. Alat pengumpul datanya yaitu berupa: catatan-catatan, alat 

tulis berupa pulpen, dan handphone. 

b. Alat pengumpulan data dalam studi lapangan 

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. 

Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan 

mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, 

maka diperlukan alat pengumpulan terhadap penelitian lapangan berupa 

daftar pertanyaan (pedoman wawancara), kamera, alat perekam (tape 

recorder) atau alat penyimpanan (flashdisk). 

6. Analisis Data 

Seluruh data yang  diperoleh dan  dikumpulkan selanjutnya akan 

ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan 

pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

tentang akibat hukum penjualan rumah bersertipikat oleh pemilik yang 

merugikan pihak penyewa dihubungkan dengan Pasal 1576 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. 

Pada bagian akhir, data yang berupa peraturan perundang-undangan 

diteliti dan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan 

hasil dari data pendukung sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang 

akan menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini. 
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7. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Penelitian Kepustakaan 

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan 

Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung. 

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan 

Dipati Ukur Nomor 35 Bandung. 

b. Penelitian Lapangan 

1) Kementrian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung 

Jl. Soekarno Hatta No.586, Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa 

Barat 40286. 

2) Kantor Notaris Hildayanti, S.H. 

Jalan Terusan Jakarta Nomor 77 B. 


